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Menimbang :

Mengingat

o BUPATI KOTABARU
ROVINS] KALIMANTAN SELATAN

P
ERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Peclaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

L

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 795, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);



10.

11:

Undan

ang-Und;

Perbenc{:".tl'lzltr%ggllléZ Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Indonesig Tahun rNchara (Lembaran Negara Republik

Negara Re " 2004 Nomor S, Tambahan Lembaran
Publik Indonesia Nomor 4355); (

Undang-y
&-YUndang Nompor 15 Tahun 2004 tentang

Pemerik
Negara (ii?bpengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
aran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66
09, Tambahan L :
Indonesia Nomor 4400); embaran Negara Republik

Undang—

b Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
erenca

e bl_naan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Lep% ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004  tentang
Penm}?angan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang pPerubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Lembaran Negara Republily
Indonesia Nomor 4712);
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ang(.’l()laan Ktz )r'h Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Negarg Republikg(m Badan Layanan Umum (Lembaran

Tambahar Lembardln({\l}oncsia Tahun 2005 Nomor 48
’ an oy . , »

4502) Sebagaimana €gara Republik Indonesia Nomor

Pemerintg 'a telah diubah dengan Peraturan
PeratUranhge?gz_o? 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Pengelolaan Ke nntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Negara Republl'lsngan Bad‘an Layanan Umum (Lembaran
Tambahan Le lb Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
5340) Mmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

.
2

P :
Dzrritlurpan. Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
€rimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

’;ahun _2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 4575 );

Pgraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);
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Dilivrne Negert Nomor 174 b 2008,

Pevipe Lol Koetsanigrinng [risetiahy
ana telah dialuh beheripa bl terabbing degigeag
Peraturan Menterr Dl Negery Nomor 20 Tabian 20 |
tentang Perubahan kedua Atas Perataran Menters $aslarm
Negeri Nomor 143 Tabiun 2006, Pedonian Prepipeloliang
Keuangan  Dierah (Berita Nepara Repubilibe Indares s
Tahun 2011 Nomor 410y,

tentang Pedoman
Sebhagiim

- Perataran Daerah Kabupaten Kotabara Nomor 24 Tabios

2014 tentang Angparan Pendapation dan 13 anipan Doieraly
Tahun  Angparan 2015 (Lembarian Dacrab Kabipter
Kotabaru Tahun 2015 Nomor 24),

Dengan Persetujuan Bersinma

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATILN KOTALARL

Menctapkan :

dan
BUPATI KOTABARY

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGIAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANIA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015,

(1)

PPasal |
Pertanggungjawaban  pelaksanaan AP berupa laporan
keuangan memuat
a. Laporan Realisasi Anpparan,
b. Laporan Perubahan Saldo Angparan Lebih;
¢. Neraca,
d. Laporan Operasional,
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan,
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Pasal 1 av.
: avat (1) huruf a tahun anpwaran 2s1?

a. !’ttnd:np:nf:m

b. Belanja dan transfer
Surplus/defion

Pembiayaun

Kp 1.414 0%, .4
Fp 1444 ¢

(M5 23978 457 74, 47

- Perner,
Penerimann Daerah

p Rp 429870 .4%4 (4,7 ,7F
P Lnf’,(:lllﬂr:m [)“r_;r;,h ’)p 11675 GK) (z'/!;f/’,
embiayaan Netto .

_ Pasal 3
Uraian laporan realionss anggaran sebhaygaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagal berikut ’
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumizh Fp

8.176.888.542,00 dengan rincian sebapai berikut

a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp 1.422.27%2.915.535,00
b. Realisasi Rp 1.414.056.026.993,90
Selisih lebih/(kurang) (p 8.176.8%%.542,0)0))

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dasn transfer
sejurnlah  (Rp 395.274 .84 .800,48) dengan nncan
sebagai berikut
a. Anggaran belanja dan transfer

Setelah perubahan Rp 1.839.309.379.542,76
b. Realisasi Rp 1444 074 514 742 2%
Selisih Iebih/(kurang) (Rp 395.274 864 K800 45

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumliah
Rp 387.097.976.25K,48 dengan rnincian sebagal berikut -
a. Anggaran Surplus/defisit

setelah perubahan (Rp 417.076.464 007 74
b. Realisasi (Rp  29.97% 487 749 2%
Selisih lebih/(kurang) Rp 357007 976,255 45

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penenmaan pembiavaan
sejumlah (Rp 205.980.000,00) dengan rnincian sebagal
berikut : ‘

a. Anggaran pencrimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 430076464 GO7 76

b. Realisasi Rp 429 870 .4%4 007,76
Qelisih lebih/(kurang)  (Bp 205,980 (UG, HU)

‘at ¢ Ny ~a ~nEcitlarian

(5) Sehsih anggaran dengan realisast  peng ATRn

pembiayaian sejumlah  (Rp  1.325 000 000,00)  dengan

rincian sebagal benkut




a4, Anppar;
Smt,;], :}r.m Pengcluaran pembiayaan
sctelah perubah:
N M N K 173.000.000.000,00
vred V
Selisih eh Rp  11.675.000.000,00
lisih lehib / (kurings) (Fp 1.5325.000.000,00)
(6) Selisih '
S(.jum; }gu};(}{.:r:m denpan  realisast pembiayaan neto
se ah 2 e |
, f[) 1.1 I‘J.U/«“-()UU»()“ (j(;n;"un rnoiari ‘)!;h:ﬁ’,ixl

berikut -

a. /’fng;{;:r:m pembiayaan netto

} Sr:t,(:l'uh pcruhuh:m Rp 4 17.076.464.007,76
. Realisasi Rp_418.195.484.007,76

Sclisih lebih/(kurang)  Rp  1.119.020.000,00

Pasal 4
Laporan perubahan saldo anggaran lIchih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tahun anggaran 2015
sebhagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 428.076.464.007,76
b. Penggunaan saldo anggaran

lebih Rp. 428.076.464.007,76

Sub total Rp. 0,00
c. Sisa lebih pembiayaan

Anggaran tahun berjalan Rp. 388.216.996.258,48
d. Koreksi kesalahan pembukuan

Tahun sebelumnya Rp. 3.578.699,00
e. Lain-lain Rp. (28.550.992,00)
f. Saldo anggaran lebih akhir Rp. 388.192.023.965,48

Pasal S

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢
per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 2.918.930.886.898,98

b. Jumlah kewajiban Rp. 22.009.168.005,72

c. Jumlah ckuitas dana Rp. 2.896.921.718.893,26
Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berkahir sampal dengan

31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
Kegiatan operasional pendapatan Rp.1.418.636.081.512,57

a.

b. Beban Rp.1.250.263.745.530,13
(o Surplus/deﬁsit dari operasi Rp. 168.372.335.982,44
d. Surplus/defisit dari kegiatan

non operasional Rp. 0,00

Surplus/deﬁsit sebelum
pos luar biasa Rp. 168.372.335.082,44

Pos luar biasa Rp. (611.671.831,00)
.Surplus/deﬁsit-LO Rp. 167.760.664.151,44

@

g ™



Laporan arus ka ' Pasal 7
S Xas sebhagaimana dimsgke ol S i
(1) huruf diumaksud dalam Pasal 1 avy:
e Ur] 5 ] el e IS ReTS ! b5 | /dt

tu : , ,
Deseriher Tk, k tahun yang berakhir sampai dengan 31
ahun 2015 sebagai berikut

a. Saldo awal kas
per 1 Januari tahun 2015
Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas investasi
aset non keuangan

d. Arus kas dari aktivitas

b.
(o

Rp. 427.398.508.590,76
Rp. 372.748.563.784,72

(Rp. 402.727.967.534,00)

pembiayaan (Rp. 9.880.980.000,00)
€. Arus kas dari aktivitas

non anggaran Rp.  321.239.641,00
f. Saldo akhir kas ¥

per 31 Desember Tahun 2015 Rp. 390.586.932.756,48

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :
a. Ekuitas awal Rp. 3.401.972.228.186,74
b. Surplus/deficit-LO Rp. 167.760.664.151,44
c. Dampak kumulatif perubahan

Kebijakan/kesalahan mendasar

a. Koreksi nilai persediaan Rp. 21,63
b. Koreksi saldo awal kas

Lainnya Rp. 3.256.863.570,00
c. Koreksi saldo awal investasi Rp. (61.533.822,18)
d. Koreksi piutang Rp. 73.167.377,50
e. Koreksi penyisihan piutang Rp. (14.980.094.212,49)
f. Koreksi aset tetap Rp. 530.504.486.825,80
g. Koreksi penyusutan aset

tetap Rp.(1.194.835.262.949,738)
h. Koreksi amortisasi ATB Rp. (5.728.247.415,46)
i. Koreksi aset lainnya Rp. 1.774.076.179,20
j. Koreksi pendapatan Rp. 5.591.475.161,00
k. Koreksi beban Rp. 1.593.895.819,85

d. Ekuitas akhir Rp. 2.896.921.718.893,26
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 ayat (1) huruf g untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember 2015 memuat informasi baik kuantitatf
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdiri dari : o
a. Lampiranl . Laporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

menurut urusan Pemerintahan daeral
dan organisasi,



Lampiran 1.5 : Rincig
menurr;t ll;z_poran rcai@sasi anggaran
Orea usan pemerintahan dacrah,
_ »  Pendapatan, belanja dan

Lampiran T 3 . pemblgyaan;
: * Rekapituylasi realisasi
daerah men
daerah,

kegiatan;

anggaran belanja
urut urusan pemerintahan
organisasi, program  dan

Lampir : .
Pranl4 . Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan  urusan pemerintahan
daerah fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

- Daftar jumlah pegawai per golongan per
Jabatan;

: Daftar piutang daerah;

Lampiran .5

Lampiran 1.6

Lampiran 1.7 : Daftar penyertaan modal (investasi)
) daerah;

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan
) pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran 1.9 : Daftar perkiraan penambahan dan

pengurangan aset lainnya;

Lampiran 1.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya (DPA-L);

Lampiran [.11 : Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran I.12 : Daftar pinjaman dan obligasi daerah;

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran Il : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Laporan Operasional

e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih

f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan, dan

h. Lampiran VIII : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha

Milik Daerah

Pasal 11
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) dilampiri dengan Ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah/perusahaan dae?ah tercantum dalam Lampiran
V1l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan

Peraturan Bupati.



Pasal 13

Pe - :

F‘I‘aturan Daerah ini  mulai  berlaku pada  tangpesl
diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memenntahkin

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru,

Ditetapkan di Kotabaru
padu tanggal 9 Agus

? /\ BUPATI KOTXBARLU,

T }KYED JAFAR

Diundangkan di Kothb

pada tanggal 9 Ag 016

ABUPATEN KOTABARU,

RIANSYAH

LEM ARAN:DA‘E Al KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2016 NOMOR 18

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN

KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : 107 /2016




